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I. Pendahuluan
Mencegah[footnoteRef:1] artinya adalah melarang sesuatu hal agar jangan sampai terjadi. Jadi pencegahan itu secara umum dipahami sebagai usaha yang dilakukan agar sesuatu yang tidak diinginkan jangan sampai terjadi. Jadi, pencegahan perkawinan artinya adalah mengupayakan agar suatu perkawinan yang tidak diinginkan terjadi. Sekali lagi, pencegahan perkawinan itu dilakukan sebelum perkawinan tersebut terjadi. [1:  https://kbbi.web.id/, cegah-mencegah/men·ce·gah/ v1 menahan agar sesuatu tidak terjadi; menegahkan; tidak menurutkan: ia berusaha ~ hawa nafsunya; 2 merintangi; melarang: Ibu selalu ~ nya bila ia hendak pergi; 3 mengikhtiarkan supaya jangan terjadi: Pemerintah segera mengambil tindakan untuk ~ mewabahnya penyakit cacar;] 

Kadangkala antara keinginan orang tua tidak sama dengan keinginan si anak, karena perbedaan pandangan antara keduanya. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh perbadaan pendidikan dan pergaulan, dapat juga disebabkan oleh perbedaan pandangan hidup seperti perbedaan adat istiadat dan banyak perbedaan lainnya.
Masih ada orang tua yang terikat oleh hubungan tradisinya, sedangkan si anak karena pengaruh pendidikannya sudah tidak terikat lagi dengan aturan tradisi orang tua tersebut, karena si anak hidup dalam lingkungan perkotaan dimana masyarakatnya sudah bersifat heterogen yang terdiri dari beberapa orang dari lingkungan tradisi yang sudah bermacam-macam.
Bisa juga juga perbedaan itu disebabkan oleh agama dan keyakinan. Jika orang tua merupakan orang yang taat kepada aturan agamanya, sedangkan si anak tidak terlalu terikat kepada aturan agama tersebut, hal ini juga dapat mengakibatkan perbedaan pilihan antara orang tua dan anak di dalam memilih jodoh.
Yang lebih logis lagi apabila si anak memilih calon suaminya seorang lelaki yang belum bekerja atau belum berpenghasilan, sehingga orang tua si anak calon pengenatin wanita, menginginkan menantu yang dapat menjamin kebutuhan ekonomi keluarga anaknya nanti setelah menikah, hal ini bahkan menyebabkan secara logis orang tua lebih memiliki alasan untuk keberatan dan mencegahkan perkawinan anak perempuannya tersebut.
Pihak yang mana yang lebih sesuai dengan kepatutan dan keadilan diantara orang tua dan anaknya yang berbeda di dalam menentukan pasangan. Bagaimana Hakim di dalam mempertimbangkan argumentasi dari kedua pihak yakni orang tua dan anaknya, dalam perkara pengajuan perkara pencegahan perkawinan yang diajukan oleh orang tua karena tidak setuju dengan pasangan pilihan anaknya? Permasalahan inilah yang menjadi pokok pembahasan di dalam tulisan ini.

II. Pembahasan
Sebagai dasar hukum penulis di dalam membahas masalah pencegahan perkawinan ini adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[footnoteRef:2]. [2:  Masalah pencegahan perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur di dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pencegahan perkawinan di atur di dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 68.] 

2. Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
[bookmark: _GoBack]Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan sebagai berikut, “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Jadi, dalam pasal ini pencegahan perkawinan diatur di dalam hukum jika ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. 
Sedangkan di dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa, “Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang‐undangan”. “Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat‐syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang‐undangan”.
Berdasarkan Pasal 60 ini dijelaskan bahwa tujuan pencegahan perkawinan adalah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan bila calon suami atau isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan Perundang-undangan.
Jelas di sini bahwa pencegahan perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa ada alasan hukum yang jelas[footnoteRef:3], tidak dapat dilakukan dengan alasan orang tua tidak senang atau tidak suka kepada calon menantunya, atau dengan alasan lain yang tidak sah menurut hukum. Tetapi hanya dapat dilakukan pencegahan dengan alasan perkawinan tersebut tidak memenuhi persyaratan baik menurut hukum Islam, misalnya perkawinan dua orang bersaudara atau dua orang yang bersaudara sesusuan, maupun menurut peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, misalnya calon suami terikat dalam perkwinan dengan perempuan lain padahal dia tidak mendapatkan izin poligami dari Pengadilan.  [3:  Tanpa alasan hukum yang jelas permohonan pencegahan perkawinan tidak dapat diajukan. Semua alasan itu dapat disingkatkan dengan alasan bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan itu tidak memenuhi persyaratan menurut Hukum Islam dan menurut peraturan perundang-undangan.] 

Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien”. Tidak sekufu maksudnya adalah tidak selevel atau tidak sepadan, baik dalam level kebangsawanan atau ekonomi atau hal kebanggaan lainnya. Kecuali yang dibenarkan adalah tidak sama atau tidak sekufu dalam agama dengan kata perbedaan agama dapat dijadikan sebagai alasan pencegahan perkawinan.
Kalau alasan pencegahan perkawinan sudah jelas seperti di atas, maka sekarang pertanyaannya siapa saja berhak atau berwenang untuk mengajukan pencegahan perkawinan ini? Hal ini dijawab oleh Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :
(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Berdasarkan ayat (1) ini dapat dicatatkan orang-orang yang dapat mencegah dilakukanannya suatu perkawinan sebagai berikut :
a. Ayah, Ibu, Kakek, Nenek.
b. Anak, cucu.
c. Saudara.
d. Wali nikah.
e. Wali pengampu, bagi mereka yang di dalam pengampuan.
f. Pihak-pihak yang berkepentingan, semisal orang tua angkat.
(2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.
Berdasarkan ayat (2) ini dijelaskan bahwa pencegahan perkawinan dapat juga dilakukan apabila salah satu calon mempelai berada dalam pengampuan yang nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya.
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan, “Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Berarti suami atau isteri dari salah satu calon mempelai yang akan menikah berwenang untuk mengajukan pencegahan perkawinan, karena orang-orang ini sangat berkepentingan dengan perkawinan yang akan dilaksanakan.
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan, “Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hokum dimana perkawinan akan dilangsung kan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawi nan”. 
Berdasarkan pasal ini maka satu-satunya pengadilan tempat mengajukan permohonan pencegahan perkawinan adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat dimana perkawinan akan dilangsungkan. Disamping permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama, Pemohon juga harus memberitahukan adanya permohonan pencegahan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Urusan Agama. 
Kemudian di dalam ayat (2) nya ditegaskan, “Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.
Dalam ayat ini diatur tentang tugas Pegawai Pencatat Perkawinan, agar memberitahukan adanya permohonan pencegahan perkawinan tersebut, jelas bahwa tugas ini bukan tugas Pengadilan Agama.
Pasal 18 menerangkan bahwa “Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.
Berdasarkan pasal ini dapat dimengerti bahwa jika permohonan pencegahan perkawinan itu sudah dikabulkan oleh Pengadilan Agama sehingga sudah ada Putusannya, bisa dicabutkan dengan putusan Pengadilan Agama juga, maksudnya dengan mengajukan perkara pencabutan pencegahan perkawinan, dan ini hanya dapat terjadi, bila ternyata semula perkawinan yang akan dilaksanakan itu tidak memenuhi syarat hukum, tetapi di dalam proses berikutnya persyaratan yang dituntut oleh hukum Islam atau oleh peraturan perundang-undangan sudah terpenuhi, sehingga tidak perlu dicegah  atau  tidak boleh dicegah.
Meskipun perkara pencegahan perkawinan melibatkan dua pihak, pihak pertama adalah orang tua atau keluarga dekat lainnya seperti yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, dan pihak kedua adalah pihak calon mempelai yang menurut orang tua tersebut perkawinan yang akan dilakukannya tidak memenuhi persyaratan, namun di dalam pasal-pasal tersebut di atas, perkaranya ditentukan dalam bentuk permohonan atau volunter, yang dalam surat permohonannya hanya ada satu pihak yaitu pihak pemohon yakni orang tua atau keluarga dekat lainnya. Sedangkan pihak anak yang akan melakukan perkawinan tidak perlu dimasukan dalam pihak berperkara, cukup oleh KUA terkait memberitahukan kepada adanya permohonan pencegahan perkawinan tersebut, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

III. Penutup
Berdasarkan uraian sebagaimana dalam pembahasan di atas, maka akhirnya dapat kita simpulkan sebagai berikut :
1. Pencegahan perkawinan adalah upaya agar suatu perkawinan yang akan dilaksanakan tidak jadi terlaksana.
2. Alasan dari pencegahan perkawinan adalah karena perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan.
3. Yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum dengan perkawinan tersebut.
4. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.


Bandar Lampung, 8 Januari 2024
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